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ABSTRAR

Menyvadan akan pentingnya kescjahteramm Pegawai Nepert Sipil bagi
kelancaran pembangunan nasional, maka pemerintal menpeluarkan kebijak sanaan
herupa perlunya diadakan jaminan sesial berupa esumnss sosinl bagh pemwal
negert sipil hernpa Tabungar Hars Tua Berkatan dengan hal tersebut maka
kebijaksanaan  vang  dikeluarkan  pemerintah Indonesia  ditoangkan dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tabun 1981 dan penpaturan lentang persyvaratan
Tabungan lar Tua ditvangkan dalam keputusan Menten Keuangan Nomor
VK ME M 31992 vang dijadikan peraturan pelaksana.

Berdpserkan alasan distas, maka masalah pokok dalom penclitian imi
sehapai bertkut; apa kewajiban dan hak dan peserta Taspen Cabang "adang, apa
kewnpiban dan hak PT Taspen dakan pelaksansan program Tubungan Hard T
i THT?. keadpan apa saja yang menadi tangeangan PT. Taspen Cabang Padang,
hagaimana prosedur pengajuan kleim yang hams dilakokan oleh peserta P
Taspen Cabang Padang serla kendala-kendaly vonp dibadagn peserta dan PT.
Taspen Cabang Padang dalam pelaksanaan program Tabungan Hari Tua(THTY.

Uitk memawab permasabithan distas, peoulis menpeunakan metode
penciitian yurids empiris’ vuridis sosiologis dalam arti penebitian akan menpkaj
bagauaana pelaksanasn program Tabungan Ham Tua yang disclengpearakan aleh
PT Taspen Cabang Padang. Peonhizan sknipst menggunakan metode deskriptit
vaile dengan membenksn gambaran sehapan hasit dan penelittan lapangan
Pwiveaneana b maupun penclitian tertulis imelaln berbagail biteratur} dalam bentuk
sederhima vang diharapkan mampu memben gambaran mengenpi pelaksanam
agutans: sosial (Progrom Tabungan Han FuaTH T lerhadap pegawat negen sipl
pacda PT. Taspen Cabang Padang,

Herdnsarkan hasil perelitan penubis diperoleh Besimpulan schagan berikut:
Kepeserpan dan Taspen | Tabungan Asoranst Peenwat NMepen ) dimuolai sejak
sescorang  diangkat schapai calon pegawail negent sipil, kewajibsn onluk
membayar premi dimulan scjak bolan pertama 1o menenma penghasilan, Pesera
Taspen memilike kewajiban dan hak, sotara lain; membenkan data din dan atau
keluargn secarn lenghap pade P Taspen Cabang Padang serta mencrima hak
tunal wang Tabungan Hare Tea (THTE bela peserla berbenb kiorena pension,
berhents bukan karenn pensiun atag berhentt karena meminggal dunin. Kewajiban
dan hak PT. Taspen Cabang Padang antasa kun oadalab menyelenpparakan
program Tabungan Har Tua, menenma piemi dan mencrima data lengkap dari
pezeria. kendala yong dihadap peserta dalan pelaksanaan program Tabungan



BAB I
PENDATIULUAN
A. Latar Belakang Masalah

Sebagar negara berkembang (Develop Country), negara dan bangsa
Indonesia telah melaksanakan pesbangunan dalam berbapai bidang, hal ini sesuad
dengan harapan bangsa Indonesia vanp tereantum dalam Pembukaan Undang-
Undang Dasar 1945 pada Alinea ke 4 vang berbunyi sebagai berikut:

“Kemudian dari pada u wntek, membentuk suati Pemerintahan Nesara

Indonesia yang melindungi segenap Bangsa Indonesia dun velurh tumpalh

durah Indoresia dan uniuk memajukan keverahiraan wmum, mencerdaskan

kehidupan bangsa, "

Pernyatean vang terdapat dalam Pembukasn Undane-Undanp Dasar 1943
tersebut selanjutnyva dijabarkan dalam TAP MPR Rl Mo.11 /MPR/198% Bab 11 Pola
Dasar Pembanpunan Nasional horul A, vang menvatakan ¢

“Pembangunan Nasional bertujuan wniuk mewujudban suote masyarakar
aelif dan makmur vang merata materdl dan spricail berdasaekan Pancasilo
didalam wadah pegara kesatuan  Republib Indonesia vang  merdeka,
persatu, gan berkedawlaton rakyat dalem suasana peri kehidupan bangsa
yang amn, tenteram, tertib dan diramis sertu dalam lingkungan pergauian
daria vang merdeka, hersahabat, tertilh dan damai ™.

Dalam mengadakan pembangunan di berbapai bidang tersebul Indonesia
memeriukan  peran sera akof dan selurub rakyal, termasuk didalamova adalah
perasn serla dan para Pegawal Negen Sipil. Menurut UL Mo, 43/1999 (DU Pekok
Kepepawaian ) pasal 3 ayat | menyatakan:

“Pegowar Negert berkedudubon sebagal wnsur aparatur peparn yang

Gertugas  wntuk  memberikan pelayanan kepaodas masvarakal  secars

profesiondl, fuiur adil dan merata dolam penyelengparaan tegay negara,
pemerintahan dan pembangrunan .



&

Yang dimaksud Pegawal Negen menurist pasal 1 ayatl UL Mo, 4371999

adalah:

“Pegawat Negerl adulal setiap warga nesara Republik fmdoresia yane
teluh memenuhi syarat yanp diwentukan, dianghat ofeh pejobal yvonp
berwenang dan diserahi tugas delam suatu jabaten negert, aion diseroby
tugas megara lminnya dun dipafi berdasarkan peraturan perundong-
wtclergron vang berlakar™,

Pegawai nepeni sehapaimana  yang  dimaksud  dintas peranan  dan
kedudukannya sanpat penting dun menentukan dalam pembangunan, maka
sehubungun dengan ini Pemenntab mengangsap Pepawai Megeri Sipil berhak
mendapat kesejahteraan  dan  Pemenntah [ndonesia berusaha meningkatkan
kesgjahteraan Pegawai Megeri Sipil karena Pepawai Neperi sipit sebapai alat
negara dan abdi masyarakat mempunyai potensi vang dapat  menentukan
kelancaraan pelaksansan pembanmman nasional sshingea digngeap periu dibing
kesejahteraannya apgsr dapat dipelihera dan dikembangkan dava cipta, daya guna
dan hasil gunanva. '

Usaha pembinaan kesejahteraan yang dimaksud berupa Jaminan Sosial vang
merupakan perlindungan kesejableraan Pegawai Negeri Sipil yang diselenppara-
kan oleh pemerintah untuk menjage dan meningkatkan taraf hidup dari pegawa
tersebut, vang dalam hal ini berwujud Asuransi Sosial *

Bentuk Asuransi Sosizl ada yang dilaksanakan oleh swasta, ada pula VEnE

dilaksanakan oleh pemerintah. Bagi Pepawai Neperi Sipil, memperoleh jaminan

' Dieko Prakoso dan 1 Ketut Munika, Sekroor Asmravew fdioniesi, Rincks Cipda, Jakarta, 1989,
hims3 1A,

2 Drs Harun Al Rasjid, Progeam Jaminm: Sosial Sebayai Salah San il FPorvmprndlanpar
Muesalar Kenrivkinan fndenesie, Bineka Cipla, Jakama, 1980 il 215




BAR 1V

PENUTUP

Berdasarkan pembahasan materi skripsi dalam masalah  pelakssnann
Asuransi Sosial { Tabunpan Har Tua / Asurang Dwipuny )} pada pT. Taspen
Cabang Padang. maka ditlam bah Penulup Ini penulis mengambil beberapa

kesimpulan beserty SATAN-sdran,

A. KESIMPULAN
1. Kewajiban dan hak para prhak { Pescrta dan PT. T 4spen ) dalem pelaksangan
program Tabunpan Har Tug vaitu ;
a, Peserta
Rewajibannya -
*  Membavar premi / furan wajib { pasal 6 Pp Momor 25 tahyn

1981

*  Memberi keleran Ean Secara copat menpenai dir nya besers
anggota keluarga (pasal 5 aval | PP Nomor 25 tahup 1981}
Haknya -

*  Menenma Asuransi Tabubgar Hari Tya SLCard tunai {tota) )
terhadap peserta yang berhenti kareng PETSiun mawpun
berhenti disebatikan bukan kareng meningzal alau pensiun

*  Menerima Asurans Kematian bagi dir =sera maupun

keluarganys ¢ suamifistri/anak bila terjadi kematian
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